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BAB I 

SEJARAH PENGATURAN PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH DALAM SISTEM 

DEMOKRASI DI INDONESIA 

Guna mempermudah memahami mengenai sejarah 
pengaturan pemilihan kepala daerah dalam sistem de-
mokrasi di Indonesia, maka penulis akan membagi peri-
ode sejarahnya menjadi periode sebelum Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan Setelah 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.  

A. Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
RI 1945 

Sejarah pengaturan pemilihan kepala daerah dalam 
sistem demokrasi di Indonesia sebelum perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dibagi menjadi: 
Periode berlakunya UUD 1945 (17 Agustus 1945 s/d 
berlakunya Konstitusi RIS 27 Desember 1949); Periode 

Berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS (1949-1959); Peri-
ode Orde Lama (5 Juli 1959 s/d Sidang Istimewa MPRS 
pada tanggal 6 s/d 12 Maret 1967); Periode Orde Baru 
(12 Maret 1967 s/d 21 Mei 1998); dan Periode Reformasi 
1999 (Termasuk sebelum perubahan UUD 1945). 
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1. Periode berlakunya UUD 1945 (17 Agustus 1945 
s/d berlakunya Konstitusi RIS 27 Desember 1949) 

a. Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 
tentang Komite Daerah 

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 
1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-
Undang Dasar (UUD) disahkan oleh Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kemudian dikenal 
dengan UUD 1945. Dimasa transisi dari Pemerintahan 

Kolonial Belanda kepada Indonesia merdeka masih un-
tuk penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan 
dua buah Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan 
Daerah.1 Kedua Undang-undang tersebut sebagai pelak-
sanaan Pasal 18 UUD 1945.2 

Pasal 18 UUD 1945 mengatur bahwa Sistem Peme-
rintahan Daerah di bawah Negara Kesatuan, yang pada 
prinsipnya adalah: 

1) Daerah tidaklah bersifat staat.  
2) Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi da-

lam propinsi propinsi dan propinsi-propinsi 
tersebut kemudian dibagi lagi dalam daerah-
daerah yang lebih kecil. 

3) Daerah ini bisa bersifat otonom dan bisa pula 
besifat administratif. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ten-
tang Komite Daerah belum dirumuskan secara detail 
tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Na-
mun kesadaran bahwa hubungan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah yang demokratis harus ditegakkan 
sudah muncul.3 

                                                 
1 Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara 

Kesatuan, (Yogyakarta; Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika 

Politik dan Pemerintahan, 2002), hlm. 57.  
2 Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

(Jakarta; Bina Aksara, 1981), hlm. 14.  
3 Ahmad Nadir, Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, 

(Malang; Averroes Press, 2005), hlm. 92 
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Istilah Kepala Daerah diatur dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah, 
selengkapnya sebagai berikut: 

Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan 
Rakyat Daerah, yang bersama-sama dan dipimpin 
oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan dan 
mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak ber-
tentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya”.  

Berdasarkan Pasal 2 tersebut Kepala Daerah duduk 
di lembaga eksekutif dan legislatif. Selain menjalankan 
fungsi eksekutif sebagai pimpinan Komite Nasional 
Daerah, juga Kepala Daerah menjadi anggota dan di-
tetapkan sebagai ketua dalam Badan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Adapun mengenai mekanisme pemilihan kepala 
daerah tidak diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1945 tentang Komite Daerah maupun dalam pen-
jelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang 
Komite Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam 
Negeri, tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1945 tentang Komite Daerah dan ada disinggung 
tentang pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu: Ten-
tang tanggungjawab, meskipun menurut kepahaman 
desentralisasi (bestuurshervoming) pertanggung jawab 
oleh Kepala Daerah (Ketua badan-badan di atas) dan 
eksekutif komite hanya mengenai”rumah tangga” 
(huishouding daerah saja), maka menurut kehendaknya, 
serta menurut kepahaman seperti yang diucapkan oleh 
Wakil Presiden dalam pidatonya tentang arti ”kedaulatan 
rakyat” maka pertanggung jawab seharusnya mengenai 
segala lapangan pekerjaan juga tentang selfgovernment 
(terutama kepala daerah). 

Sehingga dengan demikian, Kepala Daerah sesuai 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite 
Daerah adalah Kepala-Kepala Daerah yang diangkat 
pada masa sebelumnya. Karena situasi politik, ke-
amanan dan hukum ketatanegaraan pada masa itu, 
dimana mereka diangkat untuk menjamin keberlang-
sungan pemerintahan daerah sebagai bagian pemerin-
tahan pusat yang tergabung dalam Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia (NKRI). Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah tersebut 
telah menjadikan adanya dualisme Kepala Daerah, se-
bagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan sebagai 
bagai berikut:4 

Dalam penjelasan disebutkan bahwa kepala daerah 
adalah ketua dan anggota badan eksekutif, sedangkan 
dalam hubungan dengan KNID (badan legislatif) kepala 
daerah hanya akan menjadi ketua saja. Kedudukan 

kepala daerah dalam dua alat perlengkapan pemerinta-
han daerah tersebut, dapat diperkirakan mempengaruhi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena 
eksekutif dan legislatif berada dalam satu tangan. Di 
samping itu kepala daerah sebagai pemerintah pusat 
daerah. Dengan kata lain, bahwa dalam diri kepala 
daerah menyatu tugas, wewenang dan tanggungjawab 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik urusan-
urusan rumah tangga daerah maupun urusan pemerin-
tahan pusat di daerah. Dengan demikian nampak bahwa 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite 
Daerah belum mengatur Pemilihan Kepala Daerah. 

b. Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 
tentang Pemerintahan Daerah 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1948 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan 
penjabaran dari Pasal 18 UUD 1945 dimana Undang-
undang ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite 
Daerah yang telah mencantumkan ketentuan mengenai 

sistem pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang di-
tetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 15 April 1948 
dimaksudkan untuk dapat berlaku diseluruh wilayah 
Indonesia, tetapi berhubung dengan diadakannya per-
setujuan Linggarjati tanggal 15 Nopember 1946 hanya 
mempunyai wilayah hukum yang de facto berada di 

                                                 
4 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, 

(Jakarta; Pustaka Sinar, 1994), hlm. 127-132 
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bawah Republik Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Pulau 
Sumatera.5 

Adapun latar belakang lahirnya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah 
adalah:6 

1. Dirasakan penting untuk segera memperbaiki 
Pemerintah Daerah yang lebih memenuhi ha-
rapan rakyat di daerah. 

2. Guna mengakhiri dualisme Pemerintahan Daerah 

yang dilaksanakan oleh Korps Pamong Praja 
(aparat pemerintah pusat yang melaksanakan 
tugas-tugas Pemerintahan Umum dan aparat 
otonom). 

3. Secara bertahap akan menghapus keberadaan 
Korps Pamong Praja.  

4. Guna memberdayakan pelaksanaan Pemerintah 
DaerahPerlu diatur tentang pendapatan daerah 
guna membiayai beroperasinya lembaga Pemerin-
tahan Daerah, seperti:  
a. pajak daerah 
b. retribusi daerah 
c. hasil perusahaan daerah 
d. penyerahan sebagian pajak negara pen-

dapatan lain yang sah 
5. PemerintahDesa, sesuai Peraturan Peralihan 

dalam UUD 1945, masih berlaku peraturan lama 
yang diatur dalam Stb N. 1906 No. 83 (Indlansd 
Geemente Ordonansi). 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1948tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan 
bahwa Pemerintah daerah terdiri dari pada Dewan Per-
wakilan Rakyat daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. 
Dengan demikian dari segi isi kandungan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1948tentang Pemerintahan 
Daerah ini, bertambah jelas bahwa undang-undang ini 
sangat pro-otonomi daerah, mengutamakan demokrasi 

                                                 
5 Irawan Soejito, Op. cit.., hlm.. 16. 
6 The Liang Gie, Op. cit.., hlm.. 23. 
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BAB II 

DINAMIKA SISTEM DEMOKRASI 

INDONESIA 

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan 
berarti "pemerintahan oleh (sederhana) orang". Demok-
rasi di zaman kuno klasik (Athena dan Roma) merupa-
kan bentuk awal dari demokrasi modern. Seperti 
demokrasi modern, mereka diciptakan sebagai reaksi 
terhadap konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan 
oleh para penguasa. Namun teori demokrasi modern 
baru dirumuskan setelah Zaman Pencerahan (abad ke-
17 dan 18), ketika para filsuf mendefinisikan elemen 
penting demokrasi: pemisahan kekuasaan, hak-hak sipil 
dasar atau hak asasi manusia, kebebasan beragama dan 
pemisahan antara gereja dan negara. President Amerika 
Serikat Abraham Lincoln (1809-1865) mendefinisikan 

demokrasi sebagai: Government of the people, by the 
people, for the people. Demokrasi sebagai pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.49 

Demokrasi berkaitan erat dengan sistem penyeleng-
garaan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan 
pendapat I Dewa Gede Atmadja yang menyatakan bahwa 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan otonomi daerah 
di Indonesia berlandaskan Pasal 18 UUDN RI Tahun 

                                                 
49 www.democracy-building.info, diunduh pada taggal 10 Maret 2017 

http://www.democracy-building.info/
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1945 (perubahan ke-2) didasarkan pada prinsip demok-
rasi. Sesuai Kamus Hukum Inggris-Latin (Black’s Law 
Dictionary). Atmadja mengartikan democracy sebagai 
berikut: 

“That form of government in which the soveriegen 
power resiedes in and is,exercised cased by the 
whole body of free citizens directly or indirectly 
through a sistem of representation, as distinguished 
from a monarchie, aristocracy, or oligarchy.” 

Sehingga Atmadja berpendapat bahwa dalam ben-
tuk pemerintahan yang rakyat berdaulat. Kedaulatan 
rakyat dapat dilaksanakan secara langsung, sistem per-
wakilan dalam demokrasi tidak langsung. 

Dengan demikian demokrasi mempunyai makna 
pemerintahan oleh rakyat, sehingga demokrasi tidak 
dapat dipisahkan dengan kedaulatan rakyat. Berbagai 
macam defnisi demokrasi muncul karena demokrasi 
bukanlah kata yang mudah didefinisikan. Hal ini selaras 

dengan pendapat Robert K. Carr50 bahwa democracy is 
not an easy word define. Selanjutnya tentang demokrasi 

Francois Venter51 menyatakan everyoneknows what 
democracy is, but nobody can define it to general satis-
faction. 

Sejalan dengan pendapat Atmadja bahwa penye-
lenggaraan pemda dan otoda didasarkan pada prinsip 

demokrasi, Dede Rosyada, dkk52 berpendapat bahwa 
suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam 
mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip 

demokrasi. Kebebasan yang ada di manapun selalu ada 
batasnya, sehingga tidak berarti bebas untuk ikatan, 
bukankah manusia dilahirkan dalam keadaan bebas, 
akan tetapi dimana ia selalu terbelenggu, man is born 
free and every here he is inchains demikian Lodewik XIV 

                                                 
50 Robert K. Carr, et.al., American Democracy in Theory and Practice, 

Holt, Rinehart and winston, New York, 1960. Hlm. 25-26 
51 Francois Venter, Constitutional Comparation, Japan, Germany, 

Canada & South Africa As Constitutional State, Juta & Co. Ltd. And Kluwer Law 
International, USA, 2000, hlm. 193. 

52 Dede Rosyada, et. Al. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan 

Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 122-
123 
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Dalam hal kebebasan sebagaimana dikemukakan Dahl 
tersebut, Arif Nasution menguatkan dengan menghu-

bungkan kebebasan dengan kedaulatan, dikatakannya: 53 

"Kedaulatan rakyat berarti setiap orang bebas 
untuk menentukan hidup dan masa depannya 
sendiri. Namun kita tidak dapat berhenti pada arti 
singkat tersebut, sebab bila demikian maka kedau-
latan yang satu dengan yang lain akan berbentur-
an. Oleh Karena itu prinsip kebebasan dalam 
kedaulatan rakyat harus dibatas dengan prinsip 
kesamaan, sehingga tidak satupun individu dapat 
hidup sebebas-bebasnya". 

Inu Kencana, secara rinci medeskripsi asas-asas 
suatu pemerintahan disebut deklararasi, antara lain: 54 

1. pembagian kekuasaan; 
2. pemilihan umum yang bebas; 
3. manajemen yang terbuka; 
4. kebebasan individu; 
5. peradilan yang bebas; 
6. pengakuan hak minorita. 
7. pemerintahan yang berdasarkan hukum; 
8. pers yang bebas; 
9. beberapa partai politik;  
10. musyawarah; 
11. persetujuan parlemen; 
12. pemerintahan yang konstitusional; 
13. ketentuan tentang pendemokrasian; 
14. pengawasan terhadap administrasi publik;  
15. perlindungan hak asasi; 
16. pemerintahan yang bersih; 
17. persaingan keahlian; 
18. mekanisme politik; 
19. kebijaksanaan negara; dan 
20. pemerintahan yang mengutamakan tanggung 

jawab. 

                                                 
53 Arif Nasution, Pemerintahan Yang Berkedaulatan Rakyat. Demokrasi 

dan Problema Otonomi daerah, hlm. 9. 
54 Ibnu Kencana Syafi‟ie, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, hlm. 

37 
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Dari rumusan yang di atas ini nampaknya diper-
lukan adanya pembagian kekuasaan yang berimbang 
sesama lembaga di pemerintahan daerah, sehingga tidak 
ada yang lebih supremasi di antaranya, sejalan dengan 

hal Abdullah mengatakan.55 

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah selama 
ini namppaknya adanya supranasi badan eksekutif 
daerah terhadap badan legislative, sehingga keberadaan 
badan legislatif daerah dan indenpendensinya ber-
kurang, akibat dari kondisi seperti tu fungsi DPRD hanya 
sebagai tukang stempel, melegalisir policy badan ekse-
kutif dan memberikan justifikasi apa yang dirnaui 
pemerintah pusat, padahal menurut konstitusi (UU 
tentang pemda, pada umumnya) kedua badan tersebut 
mempunyai kedudukan yang sederajat. Untuk melurus-
kan hal ini kita harus mengembalikan badan tersebut 
kepada fungsi dan wewenangnya, kita harus berani 
menerapkan ketentuan yang ada dengan menarik garis 
pemisah yang tegas, sehingga kemandirian dan tersebut 
dapat melakukan saling kontrol check and balance. 

Secara ringkas, menurut Lyman Tower Sarjen 
prinsip negara demokratis adalah setiap warga negara 
seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pem-
buatan keputusan-keputusan politik, baik secara lang-
sung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga 

perwakilan.56 

Di dalam prinsip-prinsip demokrasi terdapat unsur-
unsur atau elemen-elernen demokrasi. Dengan menyan-
darkan demokrasi sebagai suatu paham yang universal, 

Gaffar berpendapat bahwa demokrasi mengandung 

elemen-elemen sebagai berikut: 57 

a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 
b. Yang menyelenggarakan kekuasaan secara ber-

tanggung jawab;  

                                                 
55 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Rasialisme 

sebagai suatu alternative. Hlm. 4-5 
56 Lyman Tower Sarjen, Ideologi Politik Kntemporer, Gramedia, Jakarta, 

1981, hlm. 44 
57 Gaffar dalam Bagir Manan (ed), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi 

Manusia, dan Negara Hukum, 1996, hlm. 238-239 
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c. Diwujudkan secara angsung ataupun tidak 
langsung; 

d. Rotasi kekuasaan dan seorang atau kelompok ke 
orang atau kelompok yang lainnya; 

e. Adanya proses pemilu; 
f.    Adanya kebcbasan sebagai HAM. 

Apabila dikaitkan dengan pemilu, Heri Kusmanto 

mengatakan;58 

„‟Pemilu menjadi sarana rakyat untuk memanifes-
tsikan kekuasaanya. Melalui partai-partai politik 
rakyat tidak sekedar memilih wakil-wakilnya, juga 
menentukan kebijakan palitik yang diinginkannya 
atau yang menjadi kepentingannya, bahkan melalui 
mekanisme pemilihan lagsung masyarakat dibebe-
rapa negara demokrasi liberal dapat enentukan 
para pimpinan eksekutif dan melalul ruang publik 
yang bebas, mereka mengontrol, melakukan peni-
laian, memberikan saran terhadap jalannya peme-
rintahan. Fenomena seperti itu menunjukkan akses 
politik masyarakat. Oleh karena itu sudah seharus-
nya kita letakkan ukuran-ukuran demokrasi pada 
besarnya akses politik dan otonomi masyarakat, 
sehingga ambiguitas demokrasi yang ditimbulkan 
oleh banyak rezim-rezim politik yang mengaku 
pemerintahan demokratis dapat kita hindari. 

Esensi dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat hal 
ini ditekankan oleh pendapat Sigmunn, membagi sistem 

demokrasi menjadi 6 (enam) unsur pokok, yaitu:59 

a. Kedaulatan nasional di tangan rakyat; 
b. Memilih altematif dengan bebas; 
c. Kepemimpinan yang dipiiih secara demokratis;  
d. Rule or law; 
e. Adanya partai-partai politik;  
f. Kemajemukan (pluralisme). 

                                                 
58 Heri Kusmanto dan TK Brahmana, Pemilu dan Harapan Demokrasi di 

Indonesia, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah Hlm. 37 
59 Sigmunn, prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 

UUD 1945 dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah, 
Disertasi, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1999, hlm. 59 
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BAB III 

PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH MENURUT PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

A. Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demok-

rasi di Indonesia sebelum Perubahan UUD 1945.  

Perkembangan demokrasi di suatu negara, ter-
gantung pada sistem rekuitmen pola kepemimpinan 
dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan dan filosofi 
yang dianut oleh negara tersebut, karena pola rekuitmen 
pimpinan atau jabatan yang akan menyelenggarakan 
Pemerintahan ini, akan sangat memperngaruhi masa 
penyelenggaraan Pemerintahan di suatu wilayah. Banyak 
negara dalam penyelenggaraan pola rekuitmen pimpinan 
yang menggunakan sistem Pemilu, baik Pemilu yang 
bersifat langsung atau Pemilu yang bersifat perwakilan. 
Pemilu yang bersifat perwakilan, rekuitmen atau pe-
ngisian jabatan Kepala negara dan kepala daerah 
dilakukan dengan melalui lembaga legislatif yaitu DPR, 
DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota yang telah memperoleh 
amanat dari rakyat melalui Pemilu. Sedangkan Pemilu 
langsung, dilakukan dengan memilih secara langsung 
kepala negara, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih 
langsung oleh rakyat, melalui sistem Pemilu langsung 
yang diselenggarakan oleh negara melalui lembaga ne-
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gara yang independen yaitu Komisi Pemilihan umum 
(KPU) untuk pusat dan KPUD untuk Pemilu tingkat 
Provinsi, Kabupaten/ Kota.  

Sistem Pemilu yang diterapkan oleh suatu negara, 
sangat terpengaruh pada perkembangan demokrasi yang 
dianut oleh negara tersebut. Perkembangan ke depan 
demokrasi, dapat dilihat produk regulasi perundang-
undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala 
daerah dari tahun ke tahun dapat diamati dari sudut 

pandang ke depan atau perspektif Pemilu calon kepala 
daerah terhadap perkembangan demokrasi ke depan.  

1. Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demok-
rasi di Indonesia Berdasarkan UU No. 22 Tahun 
1948  

Pemilihan kepala daerah, baik kepala daerah 
tingkat I dan Kepala daerah tingkat II yang sebelum 
dipilih oleh Komite nasional dan Komite Daerah se-
bagaimana diatur dalam Undang-Undang I Tahun 1945 
tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, masih 
memberikan kekuasaan yang besar pada Pemerintah 
pusat dalam mengatur penyelenggaraan Pemerintahan 
daerah. Hal ini bisa dipahami karena suasana saat itu 
kemerdekaan baru diproklamirkan sehingga Pemerintah 
Pusat turut mengatur dan mengendalikan Pemerintah 
daerah. Seiring kebutuhan penyelenggaraan Pemerin-
tahan yang lebih dinamis, Pemerintah telah mengeluar-
kan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang 
Pemerintah daerah.  

Dalam Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat tetap 
mempunyai wewenang yang besar dalam hal penye-
lenggaraan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2, dimana Pemerintahan daerah terdiri dari DPRD 
dan Dewan Pemerintahan daerah.  

Kemudian dalam Pasal 18 ayat 1,2 dan 3, juga 
tegaskan Peran Pemerintah pusat yang begitu besar 
dalam menentukan pengisian jabatan Kepala daerah, 
baik itu kepala daerah tingkat I Gubernur dan Kepala 
daerah tingkat II yaitu Bupati. Dalam pasal tersebut, 
memang DPRD diberi ruang untuk terlibat dalam proses 
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pemilihan Kepala daerah, tetapi keterlibatan itu hanya 
sebatas mengajukan calon, sementara yang berhak 
memilih dan mengangkat adalah Presiden untuk kepala 
daerah tingkat I dan Menteri Dalam Negeri untuk Kepala 
daerah tingkat II.  

Bila dianalisi dengan pendekatan perspektif Pemili-
han Kepala daerah terhadap perkembangan demokrasi di 
Indonesia, dari sisi Teori Demokrasi, maka berdasarkan 
teori demokrasi ke-kuasaan tertinggi ditangan rakyat, 

dimana Pemerintahan yang dibentuk harus berasal dari, 
untuk dan oleh rakyat, maka Undang-Undang No. 22 
tahun 1948 tentang Pemerintah daerah tidak demok-
ratis, karena peran rakyat dimarginalkan dalam 
pengisian jabatan kepala daerah. Sedangkan dari sisi 
Kewenangan, kekuasaan untuk membuat dan memilih 
penyelenggaran pemerin-tahan, baik Negara, Provinsi 
dan Daerah berada ditangan rakyat yang dikuasakan 
kepada DPRD melalui demokrasi perwakilan, tetapi 
dalam Undang-Undang tersebut kewenangan untuk me-
milih dan mengangkat kepala daerah berada pada ke-
kuasaan Pemerintah Pusat atau ekskutif, sementara 
DPRD sebagai lembaga legislatif hanya dijadikan alat 
legitimasi Pemerintah pusat dalam undangundang 
tersebut.  

Adapun menurut Teori keadilan, hukum atau 
tujuan hukum dibangun dan ciptakan adalah untuk 
memberikan keseimbangan, kepastian dan kemanfaatan 
terhadap keberadaan undang-undang yang dibuat atau 
diciptakan. Bila dikaji dengan teori keadilan, maka 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, belum mem-
berikan rasa keadilan, dalam arti belum ada kese-
imbangan, kepastian dan kemanfaatan dari Undang-
Undang tersebut, karena Undang-Undang tentang Pe-
merintahan daerah ini belum memberikan ruang kepada 
rakyat untuk terlibat dalam proses pengisian jabatan 
Kepala daerah dan belum menunjukan ada kepastian 
dan kemanfaatan, karena regulasi dalam undang-
undang hanya mengatur peran Pemerintah pusat secara 
sentral dan memarginalkan lembaga rakyat yang dibing-
kai dalam bentuk DPRD. Kemudian disisi legitimasi atau 
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pengakuan oleh rakyat, UndangUndang ini belum me-
ngakui adanya legitimasi rakyat atas kedaulatan negara, 
karena menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulat-
an ditangan rakyat, bukan ditangan Pemerintah Pusat, 
sehingga Undang-Undang ini bertentangan dengan 
prinisp-prinsip legitimsi demokrasi. Sedangkan dari 
aspek teori Pemilu, Undang-Undang tentang Pemerin-
tahan daerah ini, belum memberikan ruang yang jelas 
dalam memilih atau pengisian kepala daerah secara 
jujur, adil, langsung dan bebas, tetapi masih membawa 

pengaruh otoriter, karena semua kebijakan ditentukan 
oleh pusat.  

Berdasarkan analisa Demokrasi, Kewenangan, 
Keadilan, Legitimasi dan Pemilu, maka dalam perspektif 
Pemilihan kepala daerah, Undang-Undang ini tidak de-
mokratis, karena berlakunya nilai demokrasi tergantung 
pada Pemerintah Pusat, dalam arti penyelenggaran 
Pemerintahan daerah, tidak menerapkan prinsip-prinsip 
Pemerintahan yang demokrasi yang mana Pemerintah 
memberikan ruang yang besar untuk memilih wakil-
wakilnya yang akan duduk dalam lembaga legislatif dan 
eksekutif secara jujur dan adil.  

2. Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demok-
rasi di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 
1957  

 Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 
tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah 
daerah, menurut Pakar dan ahli merupakan Undang-

Undang lebih baik dari Undang-Undang yang sebelum-
nya, karena dalam undang-undang, Rakyat diberi hak 
untuk memilih DPD dan DPRD. sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 5 yang menjelaskan bentuk Pemerintahan 
daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintahan 
daerah, namun rasa demokratis yang diterapkan dalam 
pemilihan anggota DPD dan DPRD, bisa diterapkan 
dalam Pemilihan Kepala daerah, karena pengisian kepala 
daerah masih menjadi hak dan wewenang Pemerintah 
pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 
dimana Kepala daerah diangkat dan berhenti oleh Pre-
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BAB IV 

PROBLEMATIKA PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH DI INDONESIA 

Pemilihan kepala daerah semenjak awal kemerde-
kaan hingga masa transisi reformasi telah mengalami 
beberapa kali penataan dalam sistem pelaksanaannya. 
Meskipun demikian, tetap saja setiap sistem yang ada 
selalu menuai berbagai problem dalam tahap pelaksana-
annya yang berpotensi mendistorsi pelaksana-an demok-
rasi di tingkat lokal. Sistem pengisian jabatan kepala 
daerah dengan sistem penunjukan atau pengangkatan 
sebagaimana yang berlaku sebelumnya dan sistem 
perwakilan semu mengandung kelemahan dalam konteks 
demokrasi substansial, yaitu: 1) tidak adanya mekanis-
me pemilihan yang teratur dengan tenggang waktu yang 
jelas, kompetitif, jujur, dan adil, 2) sempinya rotasi 

kekuasaan, sehingga jabatan kepala daerah dipegang 
terus menerus oleh seorang atau keluarganya atau dari 
partai tertentu, 3) tidak adanya rekrutmen secara 
terbuka sehingga ruang kompetisi dan partisipasi ter-
tutup, sehingga tidak semua orang atau kelompok diberi 
hak yang sama, 4) lemahnya akuntabilitas publik. Pada 
masa ini semua proses pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah berada di bawah kendali pusat.  

Dalam sistem pemilihan perwakilan semu sebagai-
mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
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1974 juga menuai berbagai macam problem dalam 
pelaksanaannya. Pada masa penerapan sistem ini di-
temukan banyak penyimpangan-penyimpangan yang 
sebenarnya bertentangan dengan hakikat demokrasi. 
Syaukani HR, Afan Gaffar dan M. Ryasyid menggam-
barkan, bahwa rekrutmen politik lokal pada masa ini 
hanya ditentukan oleh orang Jakarta, khususnya pejabat 
Depdagri untuk pengisian jabatan Bupati, Walikota, 
Sekretaris Daerah dan kepala-kepala dinas di provinsi. 
Sementara untuk jabatan Gubernur ditentukan oleh 

Depdagri, Markas Besar TNI dan Sekretaris Negara.105  

Pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanis-
me pemilihan perwakilan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
memungkinkan terwujudnya mekanisme pemilihan 
teratur, rotasi kekuasaan, keterbukaan rekrutmen, dan 
akuntabilitas publik. Akan tetapi realitasnya pada saat 
pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
telah mengalami banyak penyimpangan dan jauh dari 
substansi demokrasi. Sejak dari awal hingga akhir 
proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh 
DPRD tanpa memperdulikan keinginan masyarakat. 
Penyimpangan yang paling nyata dalam pemilihan kepala 
daerah dengan sistem perwakilan semu adalah marak-
nya politik uang (money politics) dan intervensi pengurus 
partai politik, baik level lokal sampai pusat, misalnya 
pada pemilihan Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, 
DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Timur, dan Papua.151 

Pemilukada tersebut telah menimbulkan berbagai 

dampak negatif, seperti terjadinya inefisiensi (pemboro-
san) anggaran, konflik horizontal antar pendukung, 
anarki, penyalahgunaan birokrasi atau pengarahan PNS 
untuk mendukung kepada salah satu kandidat. Dari 
data Kementerian Dalam Negeri, tercatat 210 pemilukada 
bermasalah yang telah digelar tahun 2005-2008 dan 
berujung di pengadilan. Jumlah tersebut terdiri atas 14 
pemilihan gubernur, 163 pemilihan bupati, dan 33 

                                                 
105 Affan Gafar sebagaimana ditulis oleh J. Kaloh, Demokrasi dan 

kearifan lokal pada pemilihan kepala daerah langsung, Kata Hasta Pustaka, 
Jakarta, 2008, hlm. 34 151 Ibid…, hlm. 35  
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pemilihan walikokta. Pemilukada yang bermasalah 
antara lain; Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, 
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten 
Gresik Jawa Timur, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Tapa-
nuli Tengah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.106 

Problematika sistem pemilihan kepala daerah 
langsung akibat reformasi pemilihan kepala daerah yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pe-

laksanaannya memiliki sejumlah kelemahan yang dapat 
menghambat proses demokratisasi juga menjadi celah 
timbulnya masalah/konflik. Lebih lanjut Djoher-
mansyah Djohan sebagai ketua tim ahli Panitia Ad Hoc I 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (PAH I 
DPR-RI) yang melakukan kajian terhadap rencana revisi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah, mengakui adanya kelemahan dalam 
prosedur pemilihan kepala daerah, yang dibagi ke dalam 
2 (dua) induk besar, yaitu: a. Sistem pemilihannya 
(electoral system) dan b. Proses penyelenggaraannya 
(electoral process).107 

A. Problematika dalam Sistem Pemilihan (Electoral 

System) 

Sistem Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah selengkapnya menyebutkan: 

Ayat (1): 
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% 
(lima puluh persen) jumlah suara ditetapkan 
sebagai pasangan calon terpilih. 

Ayat (2): 
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala 

                                                 
106 Lombok Post, Minggu 18 Desember 2011. Fenomena Pemilihan 

Langsung Gubernur oleh baharuddin Andang. 
107 Catatan Rapat Kerja PAH I DPR-RI, tanggal 13 Juni 2006 
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daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh 
suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari 
jumlah sah, pasangan calon yang memperoleh 
suara terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon 
terpilih. 

Menurut Indra J. Piliang mengemukakan bahwa 
sebagai berikut:  

Dari Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, 
bilamana dicermati antara ayat (1) dan ayat (2) 

terjadi kontradiksi terkait dengan jumlah suara 
sah untuk ditetapkan sebagai pasangan calon 
terpilih. Pada Pasal 107 ayat (1) misalnya, dinyata-
kan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara 
sah langsung ditetapkan sebagai pasangan 
terpilih. Tetapi apabila jumlah tersebut tidak ada 
yang mendapatkan maka berlaku ketentuan Pasal 
107 ayat (2) ditetapkan juga bahwa peraih suara 
terbanyak di atas 25% dinyatakan sebagai 
pasangan calon terpilih. Dengan demikian adanya 
ketentuan Pasal 107 ayat (2) telah menjadikan 
ketentuan sebelumnya (50% lebih) tidak berarti 
sama sekali.108”  

Sementara menurut Sarundajang mengatakan 
bahwa, berdasarkan teori penetapan calon terpilih 
apabila ada tiga atau lebih kandidat untuk menduduki 
suatu jabatan, maka kandidat dengan jumlah suara 
terbesarlah yang menang, tanpa melihat apakah melalui 
mayoritas keseluruhan suara atau tidak. Metode pemilih-
an melalui pilihan dengan suara terbanyak biasanya 

digunakan untuk daerah pemilihan dengan satu calon 
yang diperlukan dan merupakan praktek tradisional di 
Inggris sejak abad ke-13 sampai sekarang. Dewasa ini, 
cara ini paling sering digunakan di negara-negara yang 
berbahasa Inggris, sedang di negara-negara lain jarang 
dipraktekkan.109” 

                                                 
108Indra J. Piliang, Op. Cit., hlm. 2 
109Sarundajang, 2005, Pemilukada Langsung, Problem dan Prospek,Kata 

Hasta Karya, hlm. 61-62 
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Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat 
dipilih dengan menggunakan salah satu dari tiga sistem 
pemilihan, yaitu: a. First Post the Post System; b. 
Preferential voting system; c. Two round system atau run 
of system.110 

1. First Post the Post system, dimana pasangan 
calon yang memperoleh suara terbanyak 
memenangkan pemilukada langsung dan 
berhak menduduki posisi kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. Sistem ini dikenal dengan 
sistem mayoritas sederhana (simple majority) 
karena suara terbanyak dinyatakan menjadi 
pemenang. 

2. Preferential voting system, sitem preferential 
voting atau seringdinamakan apprval voting 
merupakan sistem dengan cara kerja paling 
rumit. Pemilih memberikan peringkat pertama, 
kedua, ketiga dan seterusnya terhadap masing-
masing pasangan calon yang ada pada saat 
pemilihan. Pasangan calon akan otomatis 
memenangkan pemilukada langsung dan 
terpilih menjadi kepala daerah jika prolehan 
suaranya mencapai peringkat pertama yang 
terbesar. 

3. Two round system atau run of system, adalah 
pemilihan dilakukandengan dua putaran 
apabila tidak ada calon yang memperoleh-
mayoritas absolut (> 50 %) dari total jumlah 
suara putaran pertama. Sementara putaran 
kedua hanya diikuti dua pasangan calon yang 
memperoleh suara terbanyak. Sedangkan 
pasangan calon pemenang adalah yang 
memperoleh suara terbanyak pada putaran 
kedua. 

Sementara dengan sistem pemilihan kepala daerah 
langsung berdaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya 
menganut antara sistem first post the post dan system 

                                                 
110 ACE Project, 2001, Sistem Pemilu, Kerjasama IDEA, UN dan IFES, 

hlm. 118 
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two round atau system run off. Dimana pada putaran 
pertama sistem pemilihan yang dianut adalah sistem fist 
posst the post, yaitu pasangan calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah yang meperoleh suara lebih dari 50 
persen (> 50 %) jumlah suara sah ditetapkan sebagai 
pasangan calon terpilih (sesuai Pasal 107 ayat {1}).  

Apabila tidak ada yang memenuhi jumlah suara 
yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ada, maka 
akan diberlakukan sistem two round, dan sebelum 
sistem two round, maka angka perolehan suara yang 
diturunkan untuk menetapkan calon terpilih dari lebih 
dari 50 persen (> 50 %) menjadi lebih dari 25 persen (> 
25 %) jumlah suara sah (sesuai Pasal 107 ayat {2}). 
Dalam hal perolehan suara 25 % sama, maka dalam 
sistem pemilihan kepala daerah menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka perolehan suara minimum tersebut 
ditentukan berdasarkan sebaran distribusi suara pada 
wilayah pemilihan.  

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 107 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Dalam hal pasangan calon yang memperoleh suara 
terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdapat lebih dari pasangan calon yang perolehan 
suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih 
dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara 
yang lebih luas.” 

Sehingga dengan demikian, maka sistem pemilihan 
yang dipakai dalam pemilukada berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah , sejatinya adalah menggunkan sistem first post 
the post. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan: 

1) partai politik atau gabungan partai politik yang dapat 
mendaftarkan pasangan calon sebagai peserta 
pemilihan kepala daerah adalah yang akumulasi 
perolehan suaranya mencapa 15 persen (15 %) dari 
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BAB V 

PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH DI INDONESIA  

KE DEPAN 

Pengaturan sistem pemilihan kepala daerah di Indo-
nesia ke depan diharapkan dapat mengakomodasi semua 
kepentingan elemen masyarakat baik itu dari elit politik 
maupun non elit politik. Oleh karena itu calon kepala 
daerah dapat berasal dari: 

A. Calon Perseorangan  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebut-
kan besarnya jumlah dukungan penduduk bagi penga-
juan pasangan calon perseorangan antara 3%, 4%, 5%, 

dan 6,5%138 sesuai dengan besarnya jumlah penduduk di 
suatu daerah. Dalam hal ini berlaku formula: semakin 
besar jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin 
kecil persyaratan jumlah dukungan yang diperlukan oleh 
pasangan calon perseorangan. Berdasarkan pengalaman 
penyelenggaraan Pemilukada setelah diterapkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, tampak bahwa tampil-

                                                 
138 Ketentuan ini tidak berlaku di Aceh yang menyaratkan dukungan 

perseorangan 3% dari jumlah penduduk untuk semua daerah di Aceh sesuai 
ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. 
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nya pasangan calon perseorangan hampir terjadi di se-
mua daerah, yang berarti sedikitnya terdapat satu pasa-
ngan calon yang berhasil memenuhi persyaratan duku-
ngan penduduk. Dengan kata lain persyaratan duku-
ngan 3% bagi daerah yang memiliki penduduk besar 
atau persyaratan dukungan 6,5% bagi daerah yang me-
miliki penduduk sedikit, sama-sama bisa terpenuhi oleh 
pasangan calon perseorangan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pembedaan 

persentase besaran dukungan antara daerah yang me-
miliki penduduk sedikit dengan daerah yang memiliki 
penduduk banyak, tidak perlu dipertahankan. Peraturan 
harus menetapkan keseragaman persentase dukungan 
pada setiap daerah, sehingga masing-masing pasangan 
calon akan mencari dukungan yang angka absolutnya 
sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing daerah. 
Jumlah absolut dukungan memang harus berbeda, ka-
rena pasangan calon perseorangan yang terpilih nanti 
akan menghadapi beban kepemimpinan yang berbeda 
antara daerah yang berpenduduk sedikit dengan daerah 
yang berpenduduk banyak. 

Jika memang demikian, berapa angka persentase 
yang wajar untuk ditetapkan. Jika persyaratan duku-
ngan 3% penduduk bagi daerah berpenduduk banyak, 
masih bisa dipenuhi oleh pasangan calon perseorang, 
maka jumlah perlu dinaikkan menjadi 5% penduduk. 
Kenaikan persentase ini bertujuan untuk memastikan, 
bahwa pasangan calon yang maju benar-benar memiliki 
basis dukungan yang cukup, sehingga mereka mampu 

berkompetisi dengan pasangan calon yang diajukan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 
kursi sedikinya 25% di DPRD. Sekali lagi, undang-
undang Pemilukada perlu membatasi jumlah pasangan 
calon yang tampil dalam Pemilukada, sebab sedikitnya 
pasangan calon yang tampil dalam Pemilukada akan 
berpengaruh pada menurunnya aktivitas politik uang, 
mengurangi ke-bingungan pemilih untuk bersikap rasio-
nal, dan men-dorong terciptanya pemerintahan yang 
efektif pasca-Pemilukada. 
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B. Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai 
Politik  

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu 
No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan 
pasal 41 yang mengatur: 

Pasal 40 

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 
dapat mendaftarkan pasangan calon jika te-
lah memenuhi persyaratan perolehan paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 
25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi 
perolehan suara sah dalam pemilihan umum 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 
daerah yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai 
Politik dalam mengusulkan pasangan calon 
menggunakan ketentuan memperoleh paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil 
bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menghasilkan angka pecahan maka 
perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan 

pembulatan ke atas. 

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai 
Politik mengusulkan pasangan calon menggu-
nakan ketentuan memperoleh paling sedikit 
25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi 
perolehan suara sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku 
untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. 

(5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Per-
wakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat. 

Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 40A 

(1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan 
pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan. 

(2) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan 
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat 
Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan 
calon merupakan kepengurusan Partai Politik 
tingkat Pusat yang sudah memperoleh putus-
an Mahkamah Partai atau sebutan lain dan 
didaftarkan serta ditetapkan dengan keputus-
an menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manusia. 

(3) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan 
Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2), ke-pengurusan 
Partai Politik tingkat Pusat yang dapat men-
daftarkan pasangan calon merupakan ke-
pengurusan yang sudah memperoleh putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan 
dengan keputusan menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia. 
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(4) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain 
atau putusan pengadilan yang telah mempe-
roleh kekuatan hukum tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) 
wajib didaftarkan ke kementerian yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 
terbentuknya kepengurusan yang baru dan 
wajib ditetapkan dengan keputusan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang hukum dan hak asasi manusia 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya persyaratan. 

 (5) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepe-
ngurusan Partai Politik sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) belum selesai, sementara 
batas waktu pendaftaran pasang-an calon di 
KPU Provinsi atau KPU Kabupa-ten/Kota akan 
berakhir, kepengurusan Partai Politik yang 
berhak mendaftarkan pasangan calon adalah 
kepengurusan Partai Politik yang tercantum 
dalam keputusan terakhir menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia. 

Pasal 41 

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri 
sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil 
Gubernur jika memenuhi syarat dukungan 
jumlah penduduk yang mem-punyai hak pilih 
dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada 
pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya 
yang paling akhir di daerah bersangkutan, 
dengan ketentuan: 

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang 
termuat pada daftar pemilih tetap 
sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa 
harus didukung paling sedikit 10% 
(sepuluh persen); 
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